
KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR 

DENGAN 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TENTANG 

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH 

NOMOR: 130.4/01/409.05/KB/2022 
NOMOR:130.1/2/417.101.1/2022 

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu 

Dua Puluh Dua (25-2-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini 

RINI SYARIFAH Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan 

Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro 

Kabupaten Blitar dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya tersebut untuk dan atas 

nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

IKA PUSPITASARI Walikota Mojokerto, berkedudukan di 

Jalan. Gajah Mada No. 145 Mojokerto

dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 

Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut 

PIHAK. 
PARA PIHAK teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraa. 

Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan 

1 



pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah 
otonom; 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Mojokerto sebagai daerah 
otonom. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan 

Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat 
sebagai berikut: 

Pasal 1 
DASAR HUKUM 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur 1. 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 

tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja 

Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak 

Ketiga 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar 

7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018- 

2023 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 

10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Mojokerto
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Pasal 8 
KETENTUAN LAIN 

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ 

atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam 

Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA 

PIHAK. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan 

pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk 

menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat 

(3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau 

diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka 

akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. 

(4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA 

PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan 

ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta 

pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan 
Pasal 9 

PENUTUP 

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, 

bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 

(dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. 

AK KEDUA PIHAK KES�TU UP OPA 

02EAJXOT902P 
w 

RAPÚSPITASARI LRINIÁRIFAH 
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